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Hak narapidana yang terwujud pembinaan narapidana tidak selalu dilaksanakan di 
dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahananan Negara tetapi juga 
dapat dilaksanakan pembinaan diluar Lembaga Pemasayarakatan atau Rumah 
Tahanan Negara seperti salah satunya adalah pembebasan bersyarat bagi 
narapidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang 
bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi kepustakaan. 
Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pembebasan 
bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada 
narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, 
di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan. Dalam 
pelaksanaan pembebasan bersyarat setiap narapidana yang diajukan mendapatkan 
pembebasan bersyarat haruslah memenuhi syarat substantif dan juga syarat 
administratif selain itu juga narapidana harus mendapatkan penjaminan dari pihak 
keluarga. 
Kata kunci: Pembebasan Bersyarat. 
ABSTRACT 
Prisoners’ rights in the form of prisoners guidance aren’t always just be done at a 
penitentiary or jail but also at the outside of penitentiary or jail such as parole for 
the prisoners. This study uses descriptive empirical juridical approach. Using the 
type of primary data and secondary data. Interviews and literature study are used 
as data collection techniques. By using qualitative data analysis. Based on the 
results of research and discussion that has been done, it can be summed that 
parole is granting exemption subject with some few conditions to the prisoners 
who have undergone the punishment for two-thirds of its sentence, this two-thirds 
is at least nine months.  The parole execution of each submitted prisoners must 
meet the substantive and administrative requirements, furthermore the prisoners 






Hukum pidana bekerja sebagai pranata yang mengatur masyarakat, dan 
mempunyai tugas untuk menentukan garis batas antara perbuatan yang 
dikualifikasi sesuai dengan hukum pidana dan perbuatan yang di-diskualifikasi 
melawan hukum pidana. Terhadap perbuatan yang melawan hukum pidana 
diberikan ancaman pidana, dan oleh sebab itu berdasarkan kewenangan alat 
negara penegak hukum dapat diajukan tuntutan hukum dan keputusan menurut 
cara-cara tertentu sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku. Seseorang (si 
pelanggar) yang dijatuhi putusan pidana penjara berkedudukan sebagai 
narapidana.
1
 Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana adalah Terpidana yang 
menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam 
penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya 
untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana
2
 untuk menyesali perbuatannya, 
dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai 
kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.
3
 
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tenteng 
Pemasyarakatan juga mengatur hak-hak tertentu bagi seorang narapidana.  
                                                             
1 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogakarta : 
Universitas Gadjah Mada, 1986,  hal. 92. 
2
 Menurut Pasal 1 angka 8 (a) Undang-ndang Nomor 12 taun 1995 tentang Pemasyarakatan 
menyebutkan “Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di 
LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun” 
3 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana, Surakarta : Fakultas Hukum, Universitas 





Pasal 14 ayat (1) Narapidana berhak : (a) melakukan ibadah sesuai dengan 
agama atau kepercayaannya; (b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani 
maupun jasmani; (c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; (d) mendapatkan 
pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; (e) menyampaikan keluhan; (f) 
mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 
tidak dilarang; (g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
(h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 
(i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); (j) mendapatkan 
kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (k) mendapatkan 
pembebasan bersyarat; (l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan (m) 
mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah 
memperoleh pembebasan bersyarat. Hak narapidana yang terwujud pembinaan 
narapidana tidak selalu dilaksanakan di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan 
atau Rumah Tahananan Negara tetapi juga dapat dilaksanakan pembinaan diluar 
Lembaga Pemasayarakatan atau Rumah Tahanan Negara seperti salah satunya 
adalah program pembebasan bersyarat, menurut Pasal 1 huruf b Keputusan 
Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, 
Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan 
narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan 
Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22, 
dan Pasal 29 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Pembebasan bersyarat seperti hukuman bersyarat bermaksud untuk mendidik 
si terhukum. Tujuannya adalah untuk menolong terhukum pada waktu pindah dari 
hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Ia dianjurkan untuk bekerja sendiri 
dengan tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena bagian 





lebih lama di bawah pengawasan penguasa, karena masa percobaan selama satu 
tahun lebih lama daripada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya.
4
 
Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana merupakan salah satu hak 
narapidana sesuai yang tertuang dalam Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan pemberian 
pembebasan bersyarat timbul hambatan-hambatan dalam praktiknya, misalnya 
prosedur pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu 
yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, 
kemudian melanggar hukum disiplin dalam LAPAS/RUTAN yang menyebabkan 
narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan pembebasan bersyarat dan untuk 
itu upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pembebasan bersyarat harus 
terselesaikan secara baik agar hak narapidana dalam mendapatkan pembebasan 
bersyarat benar-benar terjamin dengan baik dalam pelaksanaannya.  
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan 
pembebasan bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 
Purwodadi Grobogan? (2) Apa hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan 
pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi 
Grobogan? (3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 
Purwodadi Grobogan? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian 
pembebasan bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 
                                                             





Purwodadi Grobogan. (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan di dalam 
pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara 
(RUTAN) Purwodadi Grobogan. (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan 
dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembebasan bersyarat di 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi Grobogan. 
Manfaat penelitian ini adalah: (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis guna  pengembangan 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. (2) Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada 
masyarakat, khususnya pegawai Rumah Tahanan Negara atau Lembaga 
Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan mengenai Pelaksanaan Pembebasan 
Bersyarat. (3) Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar 
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis 
empiris. Yang dimaksud dalam perspektif yuridis yaitu mengacu terhadap 
perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, dan  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia  Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 
Cuti Bersyarat sedangkan dalam perspektif empiris yaitu mengacu terhadap 
pelaksanaannya yaitu pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di 





Jenis kajian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat 
deskriptif,
5
 suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.
6
 Dengan 
demikian penelitian dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil 
penelitian sesuai yang diinginkan dalam mengkaji pelaksanaan pembebasan 
bersyarat bagi narapidana. 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data 
primer, yang diperoleh secara langsung di lapangan.
7
 Sumber data primer dalam 
penelitian ini adalah petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan narapidana 
di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi Grobogan. (2) Data Sekunder, 
yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari studi kepustakaan.  
Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif
8
 yang 
dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh  kemudian 
dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-toeri tentang pelaksanaan 
pembebasan bersyarat bagi narapidana dan juga memperhatikan penerapannya 
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
masalah yang akan diteliti. 
 
                                                             
5 Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis 
dancermatfakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam Buku Beni Ahmad Saebani, 
2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57. 
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) , 
1986, hal. 10. 
7 Ibid, hal. 12. 
8
 Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, 
cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non angka lain, 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Rumah Tanahan 
Negara (RUTAN) Purwodadi Grobogan 
 
Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan 
Negara (RUTAN) Purwodadi Grobogan, penulis menyimpulkan bahwa ada 4 
(empat) tahapan tentang proses pembebasan bersyarat bagi narapidana di Rumah 
Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi yaitu Tahap I tentang Pembinaan 
Narapidana yang dimulai dari 0-2/3 masa pidana. 
Tahap II Pemenuhan Persyaratan, pada tahapan pemenuhan syarat selain 
syarat substantif dan administratif harus terpenuhi tetapi juga dalam proses 
pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana harus mengisi surat pernyataan 
yang diisi oleh keluarga dari narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui 
oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah. Dalam 
hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak 
keluarga yang dijadikan penjamin dari narapidana itu sendiri. 
 Tahap III Penerbitan Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat, 
Dengan demikian apabila sudah sampai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
maka Dirjen Pemasyarakatan akan meneliti dengan mempelajari usulan Kantor 
Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semarang Jawa Tengah, 
dengan mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di 
Dirjen Pemasyarakatan maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usul 
diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyatakan 2 keputusan 
seperti di atas tersebut antara memberikan keputusan menolak atau menyetujui 





diusulkan tersebut. Apabila usulan dari Kanwil ditolak oleh Direjen 
Pemasyarakatan maka narapidana yang diusulkan tersebut tidak diberikan 
pembebasan bersyarat, kemudian apabila Dirjen Pemasyarakatan menyetujui 
usulan dari Kanwil maka narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat 
dan akan segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) 
serta Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) selanjutnya akan dikirm 
ke Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi Grobogan. 
Tahap IV Bimbingan Narapidana yang mendapatkan pembebasan 
bersyarat oleh BAPAS, Pada tahap ini bahwa setelah Pihak Rumah Tahanan 
Negara (RUTAN) Purwodadi menerima kiriman Surat Keputusan (SK) yang 
dikirim oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maka pihak Rumah Tahanan 
Negara (RUTAN) Purwodadi akan memberitahukan kepada narapidana bahwa 
Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) dari Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan telah diterbitkan dan narapidana tersebut memang layak 
mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB). Setelah narapidana 
mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) dan selanjutnya 
dari pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi akan menyerahkan 
narapidana tersebut kepada pihak BAPAS yang mana untuk selanjutnya BAPAS 
yang akan bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembimbingan narapidana 








Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rumah 
Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi Grobogan 
 
Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah 
Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi Grobogann dibedakan menjadi faktor 
eksternal dan faktor internal. 
Faktor eksternal yang meliputi: (1) Pihak keluarga dan masyarakat yang 
tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan merasa tercemar, 
(2) Izin yang tidak diberikan oleh RT hingga Kepala Desa atau Lurah tempat 
tinggal Narapidana, (3) Pihak BAPAS terlambat membuat Litmas maka akan 
menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan Bersyarat, (4) 
Tahapan dalam proses Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan 
waktu yang cukup Iama.  
Sementara itu faktor internal yang terdiri: (1) Narapidana pada saat 
menunggu proses Pembebasan Bersyarat terkadang melanggar aturan disiplin di 
dalam Rutan Purwodadi. (2) Syarat Substantif dan Syarat Administratif tidak 
terpenuhi secara penuh. 
 
Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan 
Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi 
Grobogan  
 
Upaya mengatasi hambatan faktor eksternal, bagi pihak keluarga dan 
masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan 
merasa tercemar. Dalam hal mengatasi pihak keluarga dan masyarakat yang tidak 
mau menerima narapidana seharusnya keluarga dan masyarakat mau menerima 





pembebasan bersyarat agar setiap narapidana memang benar-benar di anggap 
masih berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat agar menjadi 
manusia seutuhnya yang berubah menjadi manusia yang baik, menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan 
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. 
Upaya mengatasi Izin yang tidak diberikan oleh RT hingga Kepala Desa 
atau Lurah tempat tinggal Narapidana. Harus ada penjelasan dan pengarahan 
terhadap pemerintah setempat bahwa program pembebasan bersyarat adalah 
program yang tujuannya sama-sama membuat narapidana menjadi manusia yang 
baik dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi manusia yang bermanfaat 
bagi negara dan masyarakat serta dalam pelaksanaannya sudah ada pihak BAPAS 
yang mengawasi narapidana yang diberi pembebasan bersyarat tersebut jadi tetap 
ada tanggungjawab penuh terhadap narapidana tersebut dari pihak BAPAS. Maka 
tidak ada salahnya memberikan kesempatan bagi narapidana untuk membuktikan 
bahwa seorang narapidana tidak seterusnya akan berbuat jahat tetapi bisa juga 
berubah menjadi lebih baik, dalam hal ini dibutuhkan kerja sama baik institusi 
terkait dan pemerintah tingkat desa hingga pemerintah tingkat pusat agar benar-
benar menjamin Hak Asasi Manusia bagi siapapun termasuk narapidana atau 
mantan narapidana. 
Upaya mengatasi pihak BAPAS terlambat membuat Litmas yang 
menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan Bersyarat. Pihak 





bulan sebelumnya supaya tidak terlambat berharap 2/3 bisa bebas bersyarat 
dengan tepat waktu. Rutan Purwodadi selalu meningkatkan Cuti Bersyarat (CB), 
Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB) bagi narapidana yang 
memenuhi persyaratan dan yang mempunyai progres baik, Rutan Purwodadi akan 
mengusulkan narapidana yang mengalami perubahan baik dan bagi narapidana 
yang tidak mengalami perubahan baik maka  tidak diusulkan, dan jika tidak 
memenuhi persyaratan tidak diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pembebasan 
Bersyarat (PB) atau sebaliknya. Keterlamabatan penerbitan Surat Keputusan (SK) 
Pembebasan Bersyarat (PB) satu minggu atau dua minggu itu hal wajar, karena 
setelah SK turun di Rutan, maka Kepala Rutan akan mempelajari dan cek kembali 
apakah sudah memenuhi persyaratan belum. Setelah itu jika sudah memenuhi 
semua persyaratan dan layak si narapidana diberikan Pembebasan Bersyarat maka 
surat keputusan tersebut akan ditanda tangani oleh Kepala Rutan /Lapas kemudian 
setelah itu akan SK Pembebasan Bersyarat diberikan kepada narapidana yang 
mendapat pembebasan bersyarat. 
Upaya mengatasi tahapan dalam proses Pembebasan Bersyarat yang 
membutuhkan waktu yang cukup Iama. Proses administrasi yang lebih cepat perlu 
dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat 
dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang 
harmonis dan koorperatif sehingga mempermudah proses birokrasi dan 






Upaya mengatasi hambatan faktor internal, upaya mengatasi narapidana 
yang melanggar aturan disiplin di dalam Rutan Purwodadi pada saat menunggu 
keputusan pembebasan bersyarat. Bagi narapidana pada khususnya agar 
memperhatikan dan benar-benar patuh dengan segala aturan disiplin yang berlaku 
di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi sehingga dalam proses 
pengusulan yang sudah berjalan tidak ada pembatalan pembebasan bersyarat 
akibat narapidana yang melanggar aturan disiplin di dalam Rutan. Narapidana 
harus benar-benar menyadari bahwa pengusulan pembebasan bersyarat memang 
benar diberikan oleh narapidana yang patuh dan memberikan perubahan baik pada 
saat menjalani masa pidana di dalam Rutan. 
Upaya mengatasi syarat substantif dan administratif tidak terpenuhi secara 
penuh. Syarat substantif dan administratif adalah syarat mutlak dalam 
pembebasan bersyarat yang wajib dipenuhi tanpa terkecuali oleh semua 
narapidana yang akan diberikan pembebasan bersyarat, maka dari itu dalam 
pemenuhannya perlu adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara 
narapidana dengan petugas Rutan dengan cara memberikan sosialisasi dan 
pengetahuan mengenai pembebasan bersyarat dimulai dari tahap awal sampai 
tahap akhir narapidana harus diberikan pelajaran yang sejelas-jelasnya agar dalam 
hal pemenuhan syarat tersebut berjalan lancar sehingga tingkat keberhasilan 










 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai 
pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara 
(RUTAN) Purwodadi Grobogan, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 
Pertama, Tahap I tentang Pembinaan Narapidana, Tahap II Pemenuhan 
Persyaratan, Tahap III Penerbitan Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat, 
Tahap IV Bimbingan Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat oleh 
BAPAS. 
Kedua, Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi Grobogann dibedakan menjadi 
faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang meliputi: (1) Pihak 
keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena 
merasa malu dan merasa tercemar, (2) Izin yang tidak diberikan oleh RT hingga 
Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal Narapidana, (3) Pihak BAPAS terlambat 
membuat Litmas maka akan menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK 
Pembebasan Bersyarat, (4) Tahapan dalam proses Pembebasan Bersyarat pada 
kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup Iama. Sementara itu faktor 
internal yang terdiri: (1) Narapidana pada saat menunggu proses Pembebasan 
Bersyarat terkadang melanggar aturan disiplin di dalam Rutan Purwodadi. (2) 
Syarat Substantif dan Syarat Administratif tidak terpenuhi secara penuh. 
 Ketiga, Upaya mengatasi hambatan dalam pembebasan bersyarat di 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi Grobogan juga dibagi menjadi 





Faktor eksternal: (1) Upaya mengatasi bagi pihak keluarga dan masyarakat 
yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan merasa 
tercemar. Seharusnya keluarga dan masyarakat mau menerima dan ikut 
memberikan bimbingan bagi narapidana agar setiap narapidana memang benar-
benar di anggap masih berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat 
serta diberikan kesempatan memperbaiki diri agar dapat diterima kembali oleh 
masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan secara wajar sebagai 
warga yang baik dan bertanggungjawab, (2) Upaya mengatasi Izin yang tidak 
diberikan oleh RT hingga Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal Narapidana. 
Harus ada penjelasan dan pengarahan terhadap pemerintah setempat bahwa 
program pembebasan bersyarat adalah program yang tujuannya untuk 
menumbuhkan dan memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan 
antara narapidana dengan masyarakat. dalam hal ini dibutuhkan kerja sama baik 
institusi terkait dan pemerintah tingkat desa hingga pemerintah tingkat pusat agar 
benar-benar menjamin Hak Asasi Manusia bagi siapapun termasuk narapidana 
atau mantan narapidana, (3) Upaya mengatasi pihak BAPAS terlambat membuat 
Litmas yang menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan 
Bersyarat. Pihak Rutan Purwodadi selalu berusaha untuk mengusulkan warga 
binaan bahkan 4 bulan sebelumnya supaya tidak terlambat berharap 2/3 bisa bebas 
bersyarat dengan tepat waktu, (4) Upaya mengatasi tahapan dalam proses 
Pembebasan Bersyarat yang membutuhkan waktu yang cukup Iama. Proses 
administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam 





instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorpratif sehingga 
mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya 
proses Pemberian Pembebasan Bersyarat. 
 Sementara itu, upaya dalam mengatasi hambatan pembebasan bersyarat 
pada faktor internal : (1) Upaya mengatasi narapidana yang melanggar aturan 
disiplin di dalam Rutan Purwodadi pada saat menunggu keputusan pembebasan 
bersyarat. Bagi narapidana pada khususnya agar memperhatikan dan benar-benar 
patuh dengan segala aturan disiplin yang berlaku di dalam Rumah Tahanan 
Negara (RUTAN) Purwodadi sehingga dalam proses pengusulan yang sudah 
berjalan tidak ada pembatalan pembebasan bersyarat akibat narapidana yang 
melanggar aturan disiplin di dalam Rutan. (2) Upaya mengatasi Syarat substantif 
dan administratif tidak terpenuhi secara penuh. Syarat substantif dan administratif 
adalah syarat mutlak dalam pembebasan bersyarat maka dari itu perlu adanya 
kerjasama dan komunikasi yang baik antara narapidana dengan petugas Rutan 
dengan cara memberikan sosialisasi dan pengetahuan mengenai pembebasan 
bersyarat dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir narapidana harus diberikan 
pelajaran yang sejelas-jelasnya agar dalam hal pemenuhan syarat tersebut berjalan 
lancar sehingga tingkat keberhasilan pembebasan bersyarat semakin baik dan 
terjamin dalam pelaksanaannya. 
Saran  
Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka penulis dapat menyarankan 





Pertama, perlunya sosialisasi kepada seluruh narapidana agar mengetahui 
tahapan-tahapan dengan benar dalam proses pemberian pembebasan bersyarat, 
diperlukan juga sosialisasi kepada keluarga narapidana sebagai penjamin 
narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat.  
Kedua, untuk menunjang profesionalisme dan kualitas perlu ditingkatkan 
juga kesejahteraan pegawai/petugas Rumah Tahanan agar tidak terjadi kejenuhan 
dan dapat meningkatkan kinerja pegawai/petugas Rumah Tahanan Negara 
(RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).  
Ketiga, peningkatan pengetahuan kepada masyarakat hingga pemerintah 
tingkat desa yamg dimulai dari RT hingga Kepala Desa agar masyarakat lebih 
memahami arti pentingnya program pembebasan bersyarat, terutama di 
lingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat.  
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